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Membaca :  Surat permohonan Pengurus Yayasan Ar-Razag Kecamatan Pamngpqng t;
- Kabupaten Bandung Nomor 30/YAR/1/2002 Tanggal 22 Januan 2003
Menimbang : a. Babwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupaa bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 1
dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 1

luhur,memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta msa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan;

b. Bahwa Sekolah Dasar merupakan lembaga pendidiken dasar yang
memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk
hidup dalam masyarakat serta mernpersiapkan pes=rta didik yang memenuhi
persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah;

c. Bahwa dalam mewujudkan penyelenggarean pendidikan, Yayasan
Pendidikan Ar-Razaq Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung telah
mendirikan Sekolah Dasar Swasta Daarul Fikri; r

d. Bahwa Yayasan Ar-Razaq Kecamatan Parongpong Kabupaten Eandung
telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar
yang disertai tersedianya dana dan sumber daya manusianya,;

¢. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi dan

memelihara kelancarari proses belajar mengajar  dalam sistem
penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk
memberikan i1zin operasional kepada Sekolah Dasar Swasta Daarul Fikm
yang dikelola oleh Yayasan Ar-Razaq Kecamatan Parongpong Kabupaten
Bandung,

Mengingat :1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tarnbahan
Lembaran Negara Nomor 3390 ),

2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah  Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewensangan Propinsi sebagai Daerah otonomi ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952),

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nonor 060/U/2002 tentang

Pedoman Pendirian Sekoiah,;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Struktur Organisasi dan Tuta Kerja Dinas Pendidikan Xubupaten Bandung ;

6. Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tugas pokok
dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



